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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang 

Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang 

berjudul Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan ini dapat 

diselesaikan dengan baik.  

Buku Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan membahas 

berbagai aspek ekonomi yang berkaitan dengan layanan 

kesehatan serta mekanisme pembiayaannya. Terdiri dari 9 bab, 

buku ini mengupas konsep dasar ekonomi kesehatan, kaitannya 

dengan pembangunan ekonomi, serta karakteristik industri 

layanan kesehatan. Selain itu, pembahasan mencakup peran 

sektor publik dan swasta dalam layanan kesehatan, teori dasar 

permintaan dan penawaran, serta konsep keuangan seperti 

Break Even Point dan Payback Period. 

Lebih lanjut, buku ini membahas konsep ekonomi mikro 

dan makro dalam konteks kesehatan, sistem Jaminan 

Kesehatan Nasional serta peran BPJS Kesehatan dalam 

menyediakan layanan yang terjangkau bagi masyarakat. 

Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini diharapkan 

menjadi referensi bagi akademisi, praktisi kesehatan, dan 

pembuat kebijakan dalam memahami serta mengelola aspek 

ekonomi dalam sektor kesehatan. 

Kami menyadari bahwa penyelesaian buku ini tidak lepas 

dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hati, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 

Future Science selaku penerbit yang telah memberikan 
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kesempatan dan dukungan penuh dalam proses penerbitan 

buku ini.  

Kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada sembilan penulis yang telah berkontribusi 

dalam penyusunan buku ini. Dengan dedikasi, kerja keras, dan 

keahlian masing-masing, mereka telah memperkaya isi buku ini 

dengan analisis yang mendalam dan berbasis bukti. Para 

penulis telah memberikan sumbangan pemikiran yang berharga 

dalam menjelaskan konsep-konsep ekonomi kesehatan, sistem 

pembiayaan kesehatan, tantangan yang dihadapi dalam 

implementasinya, serta inovasi yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sektor kesehatan. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi dunia pendidikan dan praktik kesehatan di 

Indonesia. 

Akhir kata, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga karya ini dapat 

memberikan sumbangsih yang berarti bagi pengembangan ilmu 

ekonomi kesehatan dan pembiayaan kesehatan di Indonesia. 

 

Bogor, Maret 2025 

   

 Editor , 

 

 

Ade Saputra Nasution 
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BAB 1 

EKONOMI KESEHATAN 

 

Nelyta Oktavianisya 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja, Sumenep 

E-mail: nelyta@wiraraja.ac.id  

 

 

PENDAHULUAN 

 Ekonomi Kesehatan merujuk pada cabang ilmu ekonomi 

yang mempelajari bagaimana sumber daya dalam sistem 

kesehatan dialokasikan, dikelola, dan digunakan untuk 

menghasilkan hasil kesehatan yang optimal (Rafiy, 2019). 

Pengelolaan sumber daya di sektor kesehatan harus dilakukan 

dengan bijak mengingat keterbatasan anggaran, baik di tingkat 

individu, masyarakat, maupun negara. Terdapat beberapa aspek 

yang sering dianalisis, seperti: 

1. Analisis Biaya dan Manfaat: Menilai biaya yang 

dikeluarkan untuk suatu kebijakan atau program kesehatan 

dan membandingkannya dengan manfaat yang diperoleh, 

baik dalam bentuk peningkatan kesehatan maupun 

penghematan biaya. 

2. Alokasi Sumber Daya: Mempertimbangkan bagaimana 

sumber daya terbatas dapat dialokasikan secara efisien 

untuk mencapai hasil yang maksimal, misalnya dalam 

pengadaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-

obatan. 

3. Ekonomi Asuransi Kesehatan: Menganalisis peran asuransi 

kesehatan dalam penyediaan akses ke layanan kesehatan 

dan distribusi biaya di antara individu dan masyarakat. 

4. Keadilan dalam Akses Kesehatan: Mengkaji bagaimana 

sistem kesehatan dapat memberikan akses yang adil bagi 

mailto:nelyta@wiraraja.ac.id
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seluruh lapisan masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan. 

5. Evaluasi Program Kesehatan: Menilai efektivitas dan 

efisiensi dari program kesehatan yang dijalankan oleh 

pemerintah atau organisasi lainnya. 

 

DEFINISI EKONOMI KESEHATAN 

 Ekonomi kesehatan adalah cabang ilmu ekonomi yang 

mempelajari tentang alokasi sumber daya dalam sektor 

kesehatan dan bagaimana faktor-faktor ekonomi mempengaruhi 

penyediaan, distribusi, dan konsumsi layanan Kesehatan 

(Tjiptoherijanto, 1994). Tujuannya adalah untuk memahami 

bagaimana sistem kesehatan berfungsi, mengidentifikasi cara-

cara untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan 

dalam penyediaan layanan kesehatan, serta mengevaluasi 

dampak kebijakan kesehatan terhadap kesehatan masyarakat. 

Ekonomi kesehatan melibatkan analisis biaya dan manfaat dari 

kebijakan kesehatan, termasuk dalam pengambilan keputusan 

terkait pembiayaan, perawatan medis, dan pengelolaan sumber 

daya kesehatan. Selain itu, ekonomi kesehatan juga mencakup 

isu-isu seperti asuransi kesehatan, akses ke layanan medis, dan 

distribusi sumber daya di antara kelompok masyarakat yang 

berbeda. 

 

PERAN EKONOMI DALAM SEKTOR KESEHATAN 

 Ekonomi memegang peran yang sangat penting dalam 

sektor kesehatan, karena sektor ini mencakup alokasi sumber 

daya yang terbatas, penyediaan layanan yang efisien, dan 

pengelolaan sistem kesehatan yang berkelanjutan (Rakasiwi, 

2021). Berikut adalah beberapa peran utama ekonomi dalam 

sektor kesehatan: 
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KESIMPULAN 

 Studi lebih lanjut tentang ekonomi kesehatan akan 

membekali kita dengan alat untuk merancang sistem kesehatan 

yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan di masa depan. 

Ekonomi kesehatan bertujuan untuk mengalokasikan sumber 

daya secara efisien, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, 

serta merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kesehatan 

masyarakat dengan cara yang berkelanjutan dan adil. Dengan 

ruang lingkup yang mencakup berbagai aspek, mulai dari 

pembiayaan dan kebijakan kesehatan hingga teknologi dan 

ketidaksetaraan, ekonomi kesehatan memberikan alat yang 

diperlukan untuk mengoptimalkan sistem kesehatan di tingkat 

nasional dan global. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB 2 

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI  

DAN KESEHATAN  

 

Ari Wibowo 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta 

E-mail: ari_wibowo@kemenkeu.go.id 

 

 

PENDAHULUAN 

 Pembangunan ekonomi dan kesehatan merupakan dua pilar 

utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang 

berkelanjutan. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus 

pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan 

kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara luas (Todaro, 

2009). Konsep pembangunan ekonomi telah mengalami evolusi 

(Sen, 1988) dari sekadar peningkatan produk domestik bruto 

(PDB) menjadi suatu pendekatan multidimensional yang 

mencakup kesejahteraan social, ketahanan lingkungan, dan 

keadilan ekonomi (Deaton, 2003). Dalam konteks ini, kesehatan 

menjadi faktor yang tidak terpisahkan dari pembangunan 

ekonomi (Mushkin, 1962) karena tingkat kesehatan masyarakat 

secara langsung mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Todaro, 1977). 

 Kesehatan bukan hanya sekadar ketiadaan penyakit, tetapi 

juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, 

sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia 

(World Health Organization., 2004). Konsep kesehatan terus 

berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

kebijakan kesehatan global. Awalnya, kesehatan dipahami 

sebagai suatu konsep yang bersifat individual (Noack, 1987), 

tetapi saat ini kesehatan semakin dipandang sebagai bagian 

integral dari sistem sosial dan ekonomi yang lebih luas 
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(Herrman, 2005). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, 

investasi pada kesehatan dianggap sebagai salah satu strategi 

utama (Barrier, 2017)dalam meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan mengurangi ketimpangan social (Szreter, 2004). 

 Lebih lanjut, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

juga mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kelestarian 

lingkungan (Paul, 2008). Konsep pembangunan berkelanjutan 

menekankan bahwa kesejahteraan ekonomi harus dicapai tanpa 

mengorbankan keseimbangan ekologi dan keadilan sosial antar 

generasi (Emas, 2015). Dalam hal ini, pendekatan ekonomi 

kreatif dan inovatif mulai menjadi perhatian dalam menciptakan 

mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel dan berorientasi 

jangka panjang (Chollisni, 2022) untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan (Butt, 2024). Dengan demikian, 

integrasi antara pembangunan ekonomi, kesehatan, dan 

keberlanjutan menjadi aspek fundamental dalam perumusan 

kebijakan yang efektif untuk mencapai kesejahteraan global. 

 Hubungan antara pembangunan ekonomi dan kesehatan 

telah menjadi perhatian utama dalam berbagai studi ekonomi 

dan kesehatan masyarakat (Todaro, 1977). Secara konseptual, 

pembangunan ekonomi sering kali dikaitkan dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pendapatan per kapita, pertumbuhan industri, dan inovasi 

teknologi (Arndt, 2015). Namun, dimensi kesehatan juga 

memainkan peran krusial dalam dinamika ini, mengingat 

kualitas kesehatan suatu populasi dapat mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja dan efisiensi ekonomi secara 

keseluruhan (Deaton, 2003). Dalam perspektif historis, Mushkin 

(1962) menekankan bahwa kesehatan bukan hanya sekadar 

kebutuhan dasar manusia, tetapi juga merupakan bentuk 

investasi yang dapat meningkatkan modal manusia dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, negara-

negara yang berinvestasi pada kesehatan masyarakat cenderung 
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pembangunan jangka panjang untuk mengantisipasi risiko 

serupa di masa depan. 

 Konsep Health-Led Growth dan Growth-Led Health 

menegaskan bahwa investasi dalam kesehatan tidak hanya 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi 

pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam 

konteks pembangunan global, pendekatan lintas sektor seperti 

"Health in All Policies" dan mekanisme pembiayaan inovatif 

menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa 

pembangunan ekonomi tidak mengabaikan aspek kesehatan. 

 Dengan demikian, formulasi kebijakan ekonomi harus 

mempertimbangkan aspek kesehatan sebagai bagian integral 

dari strategi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dan 

pemangku kepentingan perlu mengadopsi pendekatan yang 

holistik, dengan mengutamakan investasi dalam layanan 

kesehatan, mengurangi ketimpangan akses, serta 

mengembangkan inovasi dalam pembiayaan kesehatan. Integrasi 

yang lebih kuat antara ekonomi dan kesehatan akan menjadi 

fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

 Industri layanan kesehatan merupakan salah satu sektor 

paling vital dalam perekonomian global (Yeganeh, 2019). Tidak 

hanya berfungsi sebagai penyedia layanan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menjadi penggerak utama 

dalam inovasi, teknologi, dan investasi yang mendukung 

kesejahteraan masyarakat. Namun, industri ini memiliki 

karakteristik yang unik dan kompleks, yang dipengaruhi oleh 

regulasi ketat, perkembangan teknologi medis, dinamika pasar, 

hingga tuntutan terhadap kualitas dan efisiensi layanan. 

 Karakteristik industri layanan kesehatan mencakup berbagai 

aspek, mulai dari struktur pasar yang sering kali tidak 

kompetitif, hubungan erat dengan kebijakan publik, hingga 

tantangan dalam menghadirkan akses yang merata bagi semua 

lapisan masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi 

kesehatan, seperti kecerdasan buatan, telemedicine, dan 

bioteknologi, terus mendorong transformasi industri ini, 

menciptakan peluang baru sekaligus menimbulkan tantangan 

baru. Melalui tulisan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai 

karakteristik industri layanan kesehatan, mulai dari dinamika 

pasar, tren inovasi, hingga peran regulasi dan kebijakan. 

Pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik ini 

diharapkan dapat menjadi pijakan untuk mendorong 

pengembangan industri layanan kesehatan yang lebih 
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berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat di era modern. 

 

KARAKTERISTIK UTAMA INDUSTRI LAYANAN 

KESEHATAN 

 Industri layanan kesehatan memiliki karakteristik unik 

(Pellegrin, 2024) yang membedakannya dari sektor lainnya, 

karena berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan 

kesehatan. Dengan permintaan yang tinggi namun tidak elastis, 

industri ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

perkembangan teknologi, regulasi pemerintah, dan dinamika 

sosial. Selain itu, perannya yang krusial dalam menjaga kualitas 

hidup masyarakat menjadikan industri ini sangat tergantung 

pada tenaga ahli, infrastruktur yang memadai, dan inovasi yang 

berkelanjutan. Memahami karakteristik utama ini sangat penting 

untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, merata, dan 

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

a.  Regulasi yang Ketat 

 Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting 

dalam memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan 

kepada masyarakat memiliki kualitas yang baik, aman, dan 

dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peraturan ini 

tidak hanya mencakup aspek pengawasan terhadap lembaga 

penyedia layanan kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa 

hak-hak pasien dan masyarakat terlindungi secara adil dan 

merata. Standar nasional dan internasional untuk 

memastikan akreditasi dan mutu pelayanan. Kualitas 

layanan kesehatan diatur untuk memastikan bahwa fasilitas 

kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan badan pengawas. Di Indonesia, misalnya, 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berperan dalam 
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mereka secara real-time. Telemedicine mengurangi hambatan 

geografis dan biaya transportasi, memberikan kesempatan bagi 

masyarakat yang sebelumnya kesulitan untuk mendapatkan 

perawatan medis. Selain itu, digitalisasi memungkinkan 

manajemen data kesehatan yang lebih efisien, meningkatkan 

koordinasi antar penyedia layanan, dan memungkinkan 

pemantauan kesehatan yang lebih proaktif. 

 

KESIMPULAN  

 Karakteristik industri layanan kesehatan mencerminkan 

kompleksitas dan dinamika sektor yang sangat bergantung pada 

berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan 

kebijakan pemerintah. Ketersediaan dan kualitas layanan 

dipengaruhi oleh tantangan seperti keterbatasan anggaran, 

ketidakseimbangan distribusi fasilitas, serta masalah etika dan 

privasi dalam penggunaan teknologi. Namun, sektor ini juga 

menghadapi peluang besar untuk berkembang melalui inovasi 

teknologi, kolaborasi publik-swasta, dan pemanfaatan 

digitalisasi serta telemedicine untuk meningkatkan aksesibilitas. 

Untuk itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam 

menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, efisien, dan 

berkualitas demi kesejahteraan masyarakat. 
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PENDAHULUAN 

 Saat ini, keterlibatan sektor swasta telah berkembang dari 

penyedia layanan menjadi pembaharu kebijakan yang 

komprehensif. Keterlibatan sektor swasta dalam program 

kesehatan nasional telah menunjukkan dampak positif. 

Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan keterlibatan 

dengan sektor swasta sesuai kerangka kerja WHO, tetapi 

mencapai keterlibatan PPM yang saling menguntungkan masih 

menjadi tantangan. Perumusan rencana yang komprehensif dan 

strategis untuk pelaksanaan PPM diperlukan untuk mencapai 

hasil yang berkelanjutan untuk jangka menengah dan panjang. 

Di tingkat global, penting untuk menyelaraskan definisi 

penyedia layanan PPM, harmonisasi alat pelaporan, dan evaluasi 

ulang tentang bagaimana kinerja program PPM dievaluasi dan 

dibandingkan di seluruh negara. Namun, fokus kebijakan tidak 

hanya implementasi di tingkat global atau nasional tetapi 

bagaimana memantau implementasinya di tingkat individu di 

sektor lokal tempat praktik perawatan kesehatan disediakan 

(Manurung et al., 2023).  

 Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi. Tujuan 

monitoring dan evaluasi dalam dimensi efektivitas program, 

ialah mengetahui seberapa besar target-tujuan bisa dicapai oleh 

intervensi yang dilakukan, mengetahui kesesuaian rencana dan 

pelaksanaan (produk, waktu, sumber daya); dan identifikasi 
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faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau 

kegagalan. Monitoring dan evaluasi merupakan kunci ketepatan, 

penguatan sistem rujukan antara sektor publik dan swasta, serta 

penyediaan diagnosis dan pengobatan yang terstandardisasi 

(Febriawati & Yandrizal, 2019). 

 Tujuan bab ini adalah untuk mengkaji konsep Public-

Private Mix (PPM) yang merupakan model kemitraan antara 

sektor public (pemerintah) dan sektor swasta dalam penyediaan 

layanan kesehatan terutama dalam program pengendalian 

Tuberkulosis (TB). Bab ini menekankan pentingnya keterlibatan 

aktif seluruh fasilitas layanan kesehatan dalam sistem jejaring 

PPM agar semua pasien TB dapat teridentifikasi, memperoleh 

pengobatan yang tepat, serta terdokumentasi dalam sistem 

informasi program TB Nasional.  

 

KONSEP DAN DEFINISI PUBLIC-PRIVATE MIX 

Definisi Public-Private Mix (PPM) 

 Menurut (Kementerian Kesehatan RI, 2016) PPM adalah 

pelibatan berbagai fasilitas layanan kesehatan, baik dari sektor 

pemerintah maupun swasta, di bawah koordinasi dinas 

kesehatan kabupaten/kota untuk menjamin layanan yang 

berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh pasien TB. 

Sedangkan menurut Lubis et al., (2024) PPM adalah salah satu 

strategi untuk meningkatkan penemuan kasus dan kualitas di 

layanan dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik 

tingkat primer-sekunder dan pemerintah-swasta. PPM menjadi 

langkah penting dalam upaya pengendalian TB karena 

pendekatan ini mengintegrasikan berbagai pemangku 

kepentingan dalam jejaring layanan kesehatan yang luas. 

Keterlibatan seluruh penyedia layanan kesehatan, seperti 

fasilitas pemerintah, perusahaan, klinik swasta, apotek, 

laboratorium, serta peran aktif masyarakat, menciptakan suatu 

sistem pelayanan yang lebih terpadu dan efisien (Rahmadani et 
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kualitas perawatan, dan mengurangi ketimpangan dalam 

penyediaan layanan kesehatan. Pentingnya PPM juga terletak 

pada kemampuannya untuk mendorong inovasi dalam teknologi 

medis, mempercepat deteksi penyakit, dan meningkatkan 

koordinasi antar fasilitas kesehatan. Namun, untuk mencapai 

tujuan tersebut, perlu adanya pengawasan yang kuat, 

komunikasi yang efektif antara sektor publik dan swasta, serta 

kebijakan yang memastikan partisipasi sektor swasta tanpa 

mengecualikan masyarakat kurang mampu. Dengan integrasi 

yang baik dan dukungan kebijakan yang adaptif, PPM akan 

semakin memperkuat sistem kesehatan Indonesia, 

menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, 

dan berkontribusi pada pengendalian penyakit seperti TB dan 

penyakit menular lainnya. 
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PENDAHULUAN 

 Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi 

setiap individu yang tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa 

dekade terakhir, permintaan akan layanan kesehatan terus 

bertambah seiring dengan populasi yang lebih besar, dan 

kesadaran masyarakat akan meningkat. menjaga kesehatan. 

Namun, lonjakan permintaan ini tidak selalu diimbangi dengan 

peningkatan kapasitas layanan kesehatan, sehingga terjadi 

ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan layanan 

kesehatan. Dalam konteks ini, konsep "supply" mengacu pada 

jumlah serta ketersediaan sumber daya kesehatan yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara 

itu, konsep "demand" tetap berfokus pada individu sebagai 

pihak yang menilai manfaat dari suatu layanan kesehatan 

(Nanda, 2021). 

 Secara umum, analisis terhadap permintaan layanan 

kesehatan mencakup tentang perilaku serta praktik yang dapat 

meningkatkan derajat kesehatan. Selain itu, uraian ini juga 

berperan dalam meneliti faktor-faktor yang memengaruhi 

persepsi pasien terhadap kualitas layanan medis. Hasil analisis 

ini dapat membantu para pembuat kebijakan dalam merancang 

intervensi yang bertujuan mengubah pola penggunaan layanan 

kesehatan sesuai dengan kepentingan sosial. Di sisi lain, analisis 

"supply" dalam layanan kesehatan memerlukan pengumpulan 
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data serta informasi mengenai ketersediaan dan kapasitas 

sumber daya kesehatan. Data ini dapat diperoleh melalui survei, 

wawancara, serta analisis data sekunder. Setelah data 

dikumpulkan, dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami 

sejauh mana kemampuan sumber daya dalam untuk keperluan 

masyarakat (Agustina, 2022). 

 Analisis supply dan demand bertujuan untuk 

mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan layanan 

kesehatan masyarakat dan ketersediaan sumber daya yang 

tersedia. Dengan melakukan analisis terhadap "demand" dan 

"supply" dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, peluang, serta tantangan dalam sistem pelayanan 

kesehatan. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk mengembangkan strategi dan kebijakan pelayanan 

kesehatan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas dan capaian pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

(Smitf et al., 2020). 

 

TEORI DEMAND (PERMINTAAN) DALAM LAYANAN 

KESEHATAN 

 Permintaan (demand) mengacu pada keinginan yang 

didukung oleh daya beli individu dalam memperoleh layanan 

kesehatan pada tingkat harga tertentu dalam kurun waktu yang 

ditentukan, dengan pendapat bahwa faktor-faktor lain tetap 

konstan. Dalam konteks layanan kesehatan, permintaan 

mencerminkan kebutuhan yang diwujudkan melalui tindakan 

untuk memperoleh layanan tersebut, sesuai dengan tingkat 

pendapatan atau daya beli individu. Proses terbentuknya 

permintaan layanan kesehatan melibatkan tahapan dari 

kesadaran akan masalah kesehatan, perasaan memerlukan 

layanan kesehatan, hingga realisasi dalam bentuk permintaan 

aktual (Wardani, 2022). 
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penawaran dalam pelayanan kesehatan cenderung berubah-ubah. 

Untuk rawat jalan, pemeriksaan medis, dan rawat inap, metode 

untuk menghitung supply pelayanan kesehatan maksimum dapat 

dilakukan (Putri, 2024). 
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PENDAHULUAN 

 Pengambilan keputusan yang tepat sangat bergantung pada 

analisis keuangan yang mendalam. Analisis keuangan sangat 

penting dalam dunia bisnis dan investasi. Dua konsep yang 

sangat penting dalam membantu perusahaan atau individu dalam 

menilai kelayakan dan profitabilitas suatu proyek adalah Break 

Even Point (BEP) dan Payback Period (PP). Keduanya 

memberikan informasi yang berharga mengenai seberapa cepat 

suatu investasi dapat memberikan hasil dan seberapa besar 

potensi risiko yang terlibat. 

 Break Even Point (BEP) adalah titik ketika total pendapatan 

yang diperoleh dari penjualan suatu produk atau jasa sebesar 

total biaya yang dikeluarkan. Pada titik ini, perusahaan tidak 

mengalami keuntungan atau kerugian. BEP menjadi indikator 

penting dalam merencanakan dan mengelola biaya serta 

menentukan target penjualan minimum agar bisnis tetap berjalan 

dengan baik. Perhitungan BEP memberi gambaran yang jelas 

tentang seberapa banyak unit yang perlu dijual atau berapa besar 

pendapatan yang harus dicapai untuk menutupi biaya tetap dan 

variabel. Mengacu hal tersebut, BEP dapat digunakan untuk 

merancang strategi pemasaran dan penetapan harga. 

 Payback Period (PP) mengukur waktu yang diperlukan 

untuk mendapatkan kembali modal yang telah diinvestasikan 

dalam suatu proyek atau bisnis. Payback Period memberikan 

gambaran tentang seberapa cepat perusahaan dapat 
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mengembalikan investasi atau modal awal. Gambaran 

perhitungan yang sangat penting bagi pengambil keputusan yang 

ingin mengukur risiko dan likuiditas suatu bisnis. Payback 

Period memberikan informasi krusial mengenai waktu yang 

dibutuhkan sebelum investasi atau modal mulai menghasilkan 

keuntungan. 

 Kedua konsep ini saling melengkapi dalam memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang 

bijak. Mengetahui parameter BEP dan PP dengan tepat 

memungkinkan perusahaan untuk merencanakan langkah 

keuangan dengan lebih baik. Selain itu informasi ini dapat 

digunakan untuk mitigasi kerugian, dan meningkatkan efisiensi 

dalam pengelolaan bisnis dan investasi. Bab ini mengulas lebih 

dalam mengenai pengertian, rumus perhitungan, serta penerapan 

BEP dan PP dalam konteks bisnis. Harapannya dapat 

memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pemanfaatan 

dua konsep ini. Pemanfaatan untuk perencanaan, evaluasi, dan 

pengelolaan bisnis atau proyek agar lebih efektif dan efisien. 

 

BREAK EVEN POINT  

 Break Even Point (BEP) diterjemahkan sebagai titik impas. 

BEP adalah suatu kondisi dalam bisnis ketika total pendapatan 

sebesar total biaya yang dikeluarkan. Pertanyaan seperti "berapa 

tingkat penjualan minimum yang memastikan perusahaan tidak 

mengalami kerugian" atau "seberapa besar penjualan dapat 

berkurang namun perusahaan tetap menghasilkan keuntungan" 

dapat dijawab dengan analisis titik impas (Safitri & Muhammad, 

2021). Analisis titik impas adalah analisis terhadap tingkat 

penjualan di mana suatu perusahaan (atau proyek) tidak 

menghasilkan laba maupun rugi. Sesuai dengan namanya, 

pendekatan ini menentukan jumlah penjualan yang dibutuhkan 

untuk mencapai titik impas (Tsorakidis et al., 2011). 
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keuntungan. Setelah BEP tercapai, arus kas positif akan 

digunakan untuk menghitung kapan seluruh investasi awal dapat 

kembali (Payback Period). Misalnya, jika suatu proyek 

membutuhkan investasi Rp 30 juta dan mencapai BEP dalam 2 

tahun, maka setelah BEP tercapai, proyek mulai menghasilkan 

arus kas untuk mempercepat Payback Period. 

  

KESIMPULAN 

 Break Even Point (BEP) merupakan salah satu konsep 

keuangan yang penting untuk bisnis, karena membantu 

menentukan titik di mana perusahaan tidak rugi atau untung. 

Pemahaman tersebut berdasarkan berapa jumlah unit yang harus 

terjual atau berapa besar pendapatan yang harus diperoleh. 

Memahami BEP, perusahaan bisa lebih efektif dalam merancang 

strategi harga, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan 

bisnis yang lebih baik. Payback Period (PP) merupakan alat 

sederhana namun berguna untuk menilai berapa lama waktu 

yang diperlukan untuk memperoleh kembali investasi. Meskipun 

memiliki keterbatasan dalam hal pengabaian nilai waktu uang 

dan keuntungan jangka panjang, Payback Period tetap 

merupakan salah satu cara yang efisien untuk menilai kelayakan 

proyek atau investasi yang memprioritaskan pengembalian cepat 

dan likuiditas. 
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PENDAHULUAN 

 Ekonomi sebagai ilmu sosial yang mempelajari perilaku 

manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas 

untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi mikro 

dan ekonomi makro merupakan dua cabang ilmu ekonomi yang 

tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan bagian dari teori 

ekonomi yang memberikan gambaran umum yang 

disederhanakan terkait kegiatan ekonomi dan sifat dalam 

hubungan ekonomi (Kurniawan & Budhi, 2015). 

 Dalam bidang kesehatan, konsep mikro dan makro 

diperlukan untuk memahami ekonomi kesehatan secara lebih 

komprehensif. Kedua konsep tersebut memiliki peran penting 

dalam menganalisis dan memahami sistem kesehatan. Secara 

garis besar, mikro ekonomi dalam bidang kesehatan 

mempelajari perilaku ekonomi baik individu maupun organisasi 

dalam sektor kesehatan. Sedangkan makro ekonomi dalam 

bidang kesehatan lebih condong untuk mempelajari  fenomena 

ekonomi kesehatan secara agregat (Mahardika, 2018). 

 

KONSEP EKONOMI MIKRO 

 Ekonomi mikro atau disebut juga mikro ekonomi adalah 

cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang beragam 

variabel ekonomi dalam lingkup kecil, seperti konsumen, rumah 

tangga dan perusahaan (Hikmah et al., 2024). Ekonomi mikro 

adalah ilmu yang membahas tentang peran individu-individu 
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pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan 

membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di 

dalam pasar tertentu (Mankiw, 1998). Fokus utama mikro 

ekonomi adalah memahami bagaimana konsumen dan produsen 

berinteraksi di pasar, bagaimana mekanisme pasar bekerja 

dalam menentukan harga dan distribusi sumber daya, serta 

memahami bagaimana keputusan-keputusan tersebut 

mempengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa 

(Mankiw, 2001). 

 Ekonomi mikro memiliki beberapa aspek utama yang 

menjadi objek kajian, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Teori Permintaan dan Penawaran 

 Teori permintaan dan penawaran adalah salah satu konsep 

fundamental dalam ekonomi mikro yang menjelaskan 

bagaimana harga dan kuantitas barang atau jasa di pasar 

ditentukan. Interaksi antara permintaan dan penawaran 

membentuk keseimbangan pasar yang menentukan harga 

barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. 

a. Teori Permintaan 

 Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang 

diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga 

dalam periode tertentu, dengan asumsi faktor-faktor 

lain tetap (ceteris paribus). Hukum permintaan berlaku 

karena dua alasan yakni efek substitusi dimana hal ini 

berlaku jika harga barang naik maka konsumen akan 

mencari barang pengganti yang lebih murah, dan efek 

pendapatan dimana jika harga barang naik maka daya 

beli konsumen berkurang sehingga jumlah barang yang 

dibeli lebih sedikit.  

b. Teori Penawaran 

 Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang 

bersedia di produksi dan dijual oleh produsen pada 

berbagai tingkat harga dalam sutau periode tertentu, 
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sektor medis. Sementara itu, ekonomi makro berfokus pada 

kebijakan besar yang mempengaruhi kesehatan masyarakat 

secara luas, seperti anggaran kesehatan, kebijakan subsidi, dan 

regulasi farmasi. Dengan kombinasi analisis ekonomi mikro dan 

makro, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat merancang 

sistem kesehatan yang lebih inklusif, efisien, dan berkontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial.  
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PENDAHULUAN 

 Kesehatan merupakan prioritas dalam kebijakan 

pembangunan nasional untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang sehat dan produktif. Namun, masyarakat miskin 

dan rentan sering menghadapi kendala ekonomi dalam 

mengakses layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah 

memiliki kewajiban memberikan perlindungan kesehatan guna 

memastikan akses yang adil dan mencegah dampak finansial 

akibat biaya kesehatan yang tinggi (TNP2K, 2015). 

 Guna menciptakan sistem jaminan kesehatan yang inklusif, 

pemerintah mengesahkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang melandasi 

lahirnya JKN pada 1 Januari 2014. Jaminan Kesehatan Nasional 

didesain sebagai sistem jaminan kesehatan berbasis asuransi 

sosial yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk. Dengan 

prinsip gotong royong, ekuitas, dan akses layanan yang adil, 

program ini bertujuan memastikan akses layanan kesehatan yang 

adil, komprehensif, dan berkualitas bagi seluruh penduduk 

Indonesia, termasuk kelompok miskin dan rentan (TNP2K, 

2015). 

 

GAMBARAN UMUM JKN  

 Mengacu pada UU SJSN, jaminan kesehatan nasional dapat 

diartikan sebagai sistem perlindungan sosial di bidang kesehatan 

yang bertujuan untuk menjamin pembiayaan layanan kesehatan 
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dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan bagi seluruh 

masyarakat Indonesia. Program ini diselenggarakan secara 

nasional dengan prinsip gotong royong, di mana setiap individu 

diwajibkan untuk membayar iuran secara berkala, atau bagi 

kelompok yang kurang mampu, iurannya ditanggung oleh 

pemerintah dan dibayarkan kepada Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang beroperasi secara 

nirlaba (Putri, 2014). Adapun kebutuhan dasar kesehatan adalah 

kebutuhan fundamental yang mencakup pelayanan kesehatan 

individu untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan gangguan 

kesehatan, serta penyelamatan jiwa, yang disesuaikan dengan 

pola epidemiologi dan siklus kehidupan (Peraturan Presiden RI, 

2024). 

 Berdasarkan pengertian di atas, terdapat dua istilah utama 

yang perlu digarisbawahi, yaitu BPJS Kesehatan dan JKN. BPJS 

Kesehatan berperan sebagai lembaga yang mengelola dan 

menyelenggarakan program, sedangkan JKN merupakan 

program jaminan kesehatan yang dijalankan oleh BPJS 

Kesehatan. Pengelolaan JKN oleh BPJS Kesehatan telah 

menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki 

skema asuransi kesehatan sistem single payer terbesar di dunia 

(Pratiwi dkk., 2021).  

 Dewan Jaminan Sosial Kesehatan merangkum pengertian 

JKN sebagai program jaminan sosial yang diselenggarakan 

secara nasional dengan mengacu pada prinsip asuransi sosial 

dan prinsip ekuitas.  Prinsip asuransi sosial dalam JKN 

mencakup beberapa aspek, antara lain semangat gotong royong, 

di mana individu yang lebih mampu membantu yang kurang 

mampu, yang sehat berkontribusi bagi yang sakit, serta terjadi 

keseimbangan antara kelompok usia dan tingkat risiko kesehatan 

yang berbeda; kepesertaan bersifat wajib dan inklusif, tanpa 

diskriminasi dalam penerimaan peserta; besaran iuran 

ditentukan berdasarkan persentase upah atau penghasilan; serta 
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masyarakat, serta memastikan monitoring dan evaluasi 

berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan yang diterima oleh 

peserta JKN (Kemenko PMK, 2024).  

 

KESIMPULAN 

 Program JKN telah resmi diluncurkan pada 1 Januari 2024, 

dan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dasar hukum JKN 

mencakup berbagai tingkatan, mulai dari UUD 1945 sampai 

peraturan menteri dan lembaga terkait. Prinsip dan tujuan JKN 

sejalan dengan prinsip dan tujuan SJSN. Kepesertaan dalam 

program JKN terdiri dari PBI dan non PBI, dengan jumlah iuran 

yang dibayarkan sesuai dengan jenis kepesertaannya. Adapun 

manfaat yang diperoleh oleh peserta JKN terdiri dari manfaat 

medis dan nonmedis. Secara umum, terdapat dua sistem 

pembayaran pada JKN, yaitu sistem kapitasi untuk pembayaran 

FKTP, sistem INA CBGs untuk FKRTL, serta pembayaran non 

kapitasi maupun non INA CBGs untuk beberapa pelayanan 

tertentu. Walaupun terdapat berbagai tantangan dalam 

implementasi JKN, Indonesia telah mencapai target UHC pada 

tahun 2024. Namun demikian, dibutuhkan kerja sama 

berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan agar program 

JKN dapat terjaga keberlangsungannya dan dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh penduduk Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

 Kesehatan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap 

individu dan dijamin oleh negara. Untuk mencapai akses 

layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh 

masyarakat, pemerintah Indonesia mendirikan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebagai bagian 

dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS 

Kesehatan merupakan hasil transformasi dari model jaminan 

kesehatan sebelum era JKN. Sebagaimana disampaikan oleh 

Rosyidah, untuk mewujudkan UHC dengan target 95% 

terlindungi dengan jaminan kesehatan, pemerintah Indonesia 

melakukan transformasi kelembagaan dan pengelolaan asuransi 

kesehatan dari model multipayers menjadi model single payer 

mulai 1 Januari 2014 agar pengelolaan jaminan kesehatan di 

Indonesia lebih efektif (Nugraheni et al., 2024) .  

 Program BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan 

perlindungan kesehatan melalui sistem asuransi sosial yang 

berlandaskan prinsip gotong royong, dimana setiap peserta 

memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuanya untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Sebagimana 

tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No.40 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa jaminan sosial termasuk dalam hal ini 

BPJS Kesehatan menerapkan prinsip gotong royong yang dalam 

konsep ini menekankan bahwa peserta yang sehat dan mampu 

mailto:rosyidahrosyidah29@gmail.com
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secara finansial membantu peserta yang sakit dan kurang 

mampu. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila 

terutama sila kelima “ Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat 

Indonesia”.   

 Milestone BPJS Kesehatan selama satu dekade ini banyak 

tantangan dan peluang dalam proses implemntasinya, hal ini 

menarik untuk dibahas lebih lanjut pada Bab BPJS Kesehatan 

dalam konteks sejarah dan perkembanganya, BPJS Kesehatan 

dari aspek tata kelola organisasi,  kepesertaan, paket layanan 

kesehatan, pendanaan, dan good governance.  

 

BPJS KESEHATAN SEJARAH DAN PEKEMBANGANYA 

 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum 

yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial (Undang-Undang RI 

No.40, 2004). BPJS menurut UU SJSN adalah transformasi dari 

badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah 

berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan 

penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan 

jaminan social (Undang-Undang RI No.40, 2004 Penjelasan 

paragraf 11). 

 

Sejarah Pembentukan BPJS Kesehatan 

 BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 (UU RI 

No.24 Tahun 2011 Pasal 60 ayat 1). Tahapan pembentukan 

BPJS Kesehatan sebagaimana dijelaskan oleh   (Putri, 2014a). 

PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua 

aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes 

(Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban 

hukum BPJS Kesehatan;  semua pegawai PT Askes (Persero) 

menjadi pegawai BPJS Kesehatan; Menteri Badan Usaha Milik 

Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan 
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memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan 

kesehatan yang berkualitas di Indonesia. 
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